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ABSTRAK 

Air merupakan sumber kehidupan. Maka dari itu, perlunya kebijakan terkait pengaturan air yang di 

indonesia. “Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”, UUD 1945 Pasal 33. Dimana pada pasal 

tersebut menjadi pedoman atas kebijakan dibawahnya. Adapun dua kebijakan politik tentang 

pengaturan SDA (Sumber Daya Air) yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 

tentang Sumber Daya Air dan Peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 tahun 2018 tentang 

pengelolaan air tanah. Ditetapkannya dua kebijakan politik tersebut, serta merta memberikan manfaat 

terhadap lingkungan dan masyarakat. Namun, hal itu tidak sejalan dengan implementasinya. Seperti di 

Kota Semarang terkait permasalahan air adalah terjadi rob, abrasi, banjir, hingga amblesan tanah. 

Akar dari permasalahan tersebut disebabkan karena dalam kebijakan politik dalam pengaturan air 

tanah tidak memihak kepada lingkungan. 

Sedangkan berdasarkan konten analisis kebijakan pengelolaan air tanah dalam hal ini Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 dan Peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 

tahun 2018 memiliki berbagai macam pendekatan yaitu antroposentrisme, ekosentrisme, biosentrisme 

dan etika kepedulian. Sejalan dengan implementasinya, antroposentrisme merupakan pendekatan yang 

memiliki skor terbanyak dalam penentuan pasal dalam kebijakan pengelolaan air tanah.  

 

Kata kunci: air tanah, kebijakan politik, pendekatan lingkungan 
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ABSTRACT 

Water is the source of life. So, water needing policy for regulating it in indonesia. “earth, 

water and riches on them authorited by state and used by as much as possible to welfare’s 

people, constitution 1945 chapter 33. That on chapter be orientation for policy at below. 

There are two policies about managing water resources are regulations 85/PUU-XI/2013 

about wwater resources and regulations in central java point 3 year 2018 about groundwater 

management. Legalizing that is policies, giving benefit to environment and people. However, 

it's not relate with the implementation. Like in Semarang city about water’s problem are rob, 

abration, flood until land subsidence. Problem of root was caused by policies at ground 

water are not siding on environment. 

 

However in conten analysis of public policy ground water are regulations 85/PUU-XI/2013 

and regulations in central java point 3 year 2018 have many approaches between 

Anthroposentrism, Ecosentrism, Biocentrism, and ethic of care. With in implementation, 

Anthroposentrism is approach that top scor on policies ground water. 

 

Keyword: graound water, political policies, Environmental approach 

 


